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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan   

1. Penerapan asas publisitas dalam penerbitan sertifikat dalam perdaftaran 

tanah di Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, menurut hemat 

peneliti penerapan asas publisitas ini tidak diterapkan, BPN Bone Bolango 

hanya menerapkan masa sanggahnya saja. Tapi untuk lebih khusus ke 

sistem pengumuman sebelum sertifikatnya diterbitkan tidak diterapkan. 

Begitu juga dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

kepala desa dan masyarakat yang berada di kabupaten Bone Bolango, asas 

publisitas dalam pendaftaran tanah tidak diterapkan.Tentu ini melanggar 

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

tanah.   

2. Akibat hukum dari tidak diterapkannnya asas publisitas ini adalah terjadi 

masalah  hukum mengenai serfikat ganda. Dilihat dari analisis putusan 

14/PDT.G/2013/Pn.KEFA dan 09/PDT.G/2014/PN. KFM, dapat 

disimpulkan pengumuman sebelum sertifikat diterbitkan sangat penting dan 

munculnya masalah hukum karena kurangnya informasi kepada masyarakat 

dan pengumuman sebellum seertifikat diterbitkan. Hal ini sangat 

berpengaruh karena sertifikat merupakan alat bukti otentik namun apabila 

terdapat cacat pada bentukya maka mempunyai akibat hukum sertifikat 

tanah tersebut bukanlah akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti 

sempurna. Sertifikat ganda melanggar Pasal 1365 KUHPerdata yang 
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menyatakan bahwa “Setiap perbuatan melawan hukum karenanya 

menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena 

kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. 

5.2.  Saran 

Badan Pertanahan Nasional diharapkan sebelum diterbitkannya sertifikat 

hak milik atas tanah, perlu diterapkannya asas publisitas agar tidak 

menimbulkan masalah hukum mengenai sengketa atas tanah. Juga 

mengurangi peluang terjadinya sertifikat. 
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